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Menimbang

Mengingat

Menatapkan

MUENTERY ENERGEDARM SUMBER DAYA MINLRAL,

a. babwa sesual ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang undang Nomor
200 Fahun 20002 tenting Ketenagabistnkan, scliap instalasi tenaga
lisitiic yang akan beroperast viaph memihika sertibilat lak operast;

h. bahwa  untole melaksanakan  kelentuan Pasal 48 ayat (3)
sehagaimana dimaksud  dalam Tnoal &, perla menyesuaikan
kelentuan mengenar mekadsme  dan mstitosr yang  berwenang
melakatkan pementhsaan dan pengujian serta menerbitkan sealifikat
laik operasi dengan mengubah Perattan Mentern Deitambangan dan
Foergt Monwn OF PA0/M 1990 tanggal 16 Junt 1990 tentang
Instalasi Ketenagalistiikan;

1. Undang-undang Momor 20 Tahun 2002 (1 Ff!’alum 2002 Momor 94,
TN Nomor 4226);

2. Peratian Pemervintah Nomar 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989
Nomor 24, TIN Nomor 3394);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 1995 (IN Tahun 1995
Nomor 46, TLN Nomor 3603),

4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal. 9 /\IQHSUJS_
2001;

5. Keputusan Prestden Nomor 102 Tahan 2001 tanggal 13 September
2001;

6. Peraturan Menten Pertambangan dan Lnerqi Momaor
O1 PO P TO00 Langgal 16 Jum 1990

7 Kepatusan Mented Energr Jdan Sumber Daya Mineral Momor 19156
Jahon 2001 ngygal 23 Juli 2001,
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DAM T RERGE FONOR G 20 PEZ 1900 FERTEARG TS TALASI
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Beberapa keleotuan  dalam Peratiman Menteri Perlambangan dan
nergl Homor 01 PAOMPEHS 900 tanggal 16 Juni 1990 entang
listadas) felenagahstoban divhely sehagad hedkal

Eo Kelentoan Pasal | dinbah, sehingga kesclinuhan Pasal 1 berbunyi
schagal harikal

"Pasal 1
Dalam Keputusan Menleriini, yang dimaksud dengan :
I Inslalasi Tenaga Listik yang selanjulnya disebut Instalasi adalah
Langunan sipil, elekdromekanilk, mesin, peralatan, saluran, dan

petlengkapannya yang digunakan unluk pembangkitan, konversi,
fransmisi, disliibusi, dan pemantaatan tenagadistiik.

‘. 2 Tenaga listik adalah suatu bentulke energi sekunder  yang

R dibangkitlan, dibansmisikan, dan didistibusikan untuk seqala
macam keperluan, lidak temmasule listrik yang  dipakai untuk
komunikast atau clektronika atau isyaral.,

3. Petencanaan  Instalasi — adalah  sualn kegiatan  membuat
rancangan yang berupa suatu betkas gambar Instalasi dan
tratan teknik, yang selanjutnya disebut Rancangan Instalasi yatg
digunakan sebagal dasar untuk melaksanakan pembangunan
dan pemasangan Instalasi.

4. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi adalah segala kegiatan
pelaksanaan  pekerjaan  Instalasi yang  didasarkan  pada
Rancangan Instalasi,

5. Pemelibaraan Instalasi adalah segala kegiatan yang meliputi
program pemetiksaan, perawatan, perhaikan, dan uji ulang, agar
Instalasi  selalo dalam keadaan baik dan bersih, serla
penggunaaimya aman dani gangguan seila kerusakannya mudah

(~. diketahui, dicegah alau diperkecil,

6. Pengamanan Instalasi adalah segala kegiatan, sistem, dan

petengkapanaya untuk nencegah bahaya terhadap keamanan

' Instalasi, Keselamatan kerja dan kesclamatan umoam, baik yang
diakibalkan oleh nstalasi manpun oleh linglamean.

7. Pemetriksaan Instalasi adalah segala kegiatan uiduk mengadakan
penilaian terhadap suat e Instalasi dengan cara mencocokkan
terthadap persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

8. Pengujion Instalasi adal b segala kegintan yang berujnan untuk
mengukur dan menilai arjokc Keja soati Instalasi.

9. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Lishik adalah kegiatan usaha
yang menunjang penyediaan tenaga lishik melipoh konsultansi,
pembangonan dan pomasangan, pengujian,  pengoperasian,
pemacliaraan, penclition dan pengembangan, pendidikan dan
pelatihan, dan usaha josa fam yang secara langsung berkaitan
dengan penyediaon fenaga listiilk

10, Badan Usaha Jasa Pznunjang  adalah Badan Usaha yang
melakukan kegiatan di bidang usaha penanjang tenaga listrik.

P Penyediaan Tenaga Listik adalah pengadacn tenaga listrik molai
dani titik pembanghitan sampai dengan itik pemakaian,
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12. Pemanfaatan Tenaga L stiik adalah penggunaan lenaga listrik
mulai dari titik pemakaian.

13. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrilkk adalah Inslalasi mulai daii
titik pembangkitan sampai dengan alat pengukur dan pembatas.

14. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listiik adalah Instalasi mulat dari
alat pengukur dan pembatas fitik pemakaian.

15. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya melipuli ketenagalistrikan. :

16. Direktur Jenderal adalahy Direktur Jenderal yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.”

. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut
‘Pasal 2

(1) Perencanaan, pembangunan, dan  pemasangan  serla
pemeliharaan Instalasi harus dilaksanakan oleh Badan Usaha
Jasa Penunjang.

(2) Pada suatu daerah dimana belum terdapat 3adan Usaha Jasa
Penunjang sebagaimara dimaksud dalam ayat (1), pekerjaan
perencanaan,  pembangunan, dan  pemasangan  serla
pemeliharaan Instalasi  dapal dilaksanakan oleh Usaha
Perorangan atau Swadaya Masyarakal.

(3) Peraturan pelaksanaan dari ketenluan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan aya' (2) diatur tersendiri oleh Menleri dalam
peraturan mengenai Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.”

. Ketentuan Pasal 3 diubaly, sehingyga keseluruhan Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut :
“Pasal 3

(1) Rancangan Instalasi yang berupa suatu berkas gambar Instalasi
dan uraian teknik sebagai hasil Perencanaan Inslalasi, terdiri
dari .

a. gambar situasi/lata letak;
b. gambar Inslalasi;
¢. diagram garis tunggal,

d. gambar delail;

e, perhitungan ieknik;

f. daftar bahan Instalaci;

g. uraian teknik dan perkiraan biaya,

() Rincian dan waian mengenai Rancangan hstalasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (') hurul & sampai dengan huruf g diatur
oleh Direktur Jenderal.

(3) Rancangan berkas gambar instalasi dan  uraian  teknik
sebagaimana dimaksuc dalam ayat (1) harus dibuat sesuai
ketentuan  standar  ketenagalistrikan,  termasuk  ketentuan
mengenai  keamanan Inslalasi, keselamatan kerja  dan
keselamatan umum.”
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Kelentuan Pasal 11 dinbah, sehingga keselurahan Pasal 11 berbunyi
sehiagal benkut X

‘Pasal 11

Sellap orang karena kelalalannya fidak memasang  tanda tanda
pengatman schagatniana dimahsud dadaom Pasal 9 ayat (2) yang
dlapat ncngakibathonr kecolablaan, bebalaran, o ataar noadinga
sustorang dikenakan sankst sestal procadoran perundang undangan
yaug herlalu ™

Ketentuan Pasal 12 dinbah, sehingga keseliuahan Pasal 12 berbunyi
sehagat berikut :

“Pasal 12

(1) Pemeriksaan dan pengujian alas Instalasi Penyediaan Tenaga
Listrilc dilaktthan oleh bedan usaha pengujian instalasi tenaga
hstrilc yang telah diadaeditasi oleh Komite Akreditast Nasional dan
mendapat penugasan dan Dinekboe Jenderal atas nama Menteri.

(2) Pemeriksaan  atas  insalasi Pemanfaatan Tenaga  Listiik
dilakukan oleh satu lembaga  independen  yang  melakukan
pemetiksaan kesesuaian slandar Instalas Pemanfaatan Tenaga
Distriik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Masional
dan mendapat penagasan dan Diektor denderal atas nama
Menteri.

(3) tembaga independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
mewalkili tmsur perasahaan listik, Konbralktor listiik, prodasen
peralatan tenaga histuk, dan kKonsumen listrik

(4) Hasil Pemeriksann dan Pengujian sehagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayal (2) ditangkan dalam Sertiikat | aik Operasi
yvang diteibitkan oleh hacan usaha pengujan instalasi tenaga
hstik atau lembaga independen sesual kewenangan masing-
masing.

H Dalam hal beluom ada badan usaha pengujian instalas) tenaga
listiik  dan lembaga independen yang  merndapat akieditasi
sehagannana dimalsud dalam ayat (1) dane ayal (2), Diektur
Jenderal alas nama Mentert dapat menunjule badan usaha
pengujian Instalasi untuk melaksanakan  pemedksaan dan
pengujian alas nstatasi Penyediaan Tenaga Listik dan tembaga
mdapenden untulk melaksanakan  pemeriksaan alas Instalasi
Pemanfaatan Tenaga Listik,

() Hasil pemeriksaan dan per gojian sebagaimmana dimaksud dalam
avill (O dituangkan dacain Sealifilal Taile Operasi yang
diterhitlkcan oleh Direkur Jenderal,

(7) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan

Serfifikat Taik Operast ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur
Jenderal”

Ketentuan Pasal 13 diubah, selingga keselurthan Pasal 13 berbunyi
sehagal berkut
“Pasal 13

Untuk kepentingan keselamatan ketenagalisirikan, Direldur Jenderal
melaksanakan inspeksi tethadap setiap Instalasi




Pasal |l ’

Kepulusan Menteri ini mualai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dite apkan di Jakaita
pada tanggal  1H Apro 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
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